A.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pengadaan

barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta

Pusat pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan. Hal ini disebabkan karena implementasi prinsip dan etika

pengadaan barang/jasa sangat bergantung pada pribadi masing-masing

pelaku pengadaan sehingga tidak mempengaruhi kesesuaian pada alur

dan tahapan pengadaan barang/jasa. Adapun rincian dari kesimpulan

tersebut adalah sebagai berikut:

1.

2.

Dalam alur proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan
metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2019
belum sesuai dengan alur yang ada dalam aturan pengadaan
barang/jasa karena terdapat kesalahan pada saat pengajuan
permintaan pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh
ketidaktahuan dari pengguna (user).

Tahapan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan
langsung pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat belum sesuai
dengan tahapan yang ada dalam aturan pengadaan barang/jasa

karena masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi pada setiap
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tahapan khususnya pada tahapan persiapan pengadaan, seperti
Berita Acara Penetapan Spesifikasi Teknis, Berita Acara Penetapan
HPS, dan Berita Acara Penetapan Rancangan Kontrak.

3. Pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2019 telah memperhatikan
prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, dengan melakukan berbagai
tindakan yang mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan dalam
pengadaan barang/jasa seperti mengutamakan kualitas barang/jasa
dengan harga yang sesuai, terbuka dan tidak memihak kepada pihak
tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2019 telah mematuhi etika
pengadaan barang/jasa, dengan mengimplementasikan etika
pengadaan barang/jasa melalui pendekatan secara pribadi yang
dilakukan oleh PPK terhadap para pelaku pengadaan agar tidak

melakukan hal-hal yang dapat menjurus kepada tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis
memberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jakarta Pusat perlu

melakukan sosialisasi/In  House Training/pemberitahuan kepada

seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa
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4.

sesuai dengan aturan terbaru, sehingga pengguna (user) atau para
pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dapat mengetahui
bagaimana alur proses pengadaan barang/jasa yang benar serta
tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebaiknya para pelaku pengadaan, khususnya PPK, diberikan
pendidikan dan pelatihan (diklat) pengadaan barang/jasa atau diklat
penyegaran secara berkala, mengingat bahwa PPK merupakan pihak
yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara, dan sebagian besar pelaku
pengadaan sudah sangat lama tidak mengikuti diklat sementara
aturan terkait pengadaan barang/jasa terus berubah.

Sebaiknya perlu dibuatkan wadah atau tempat khusus bagi PPK untuk
menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa,
sehingga apabila ada mutasi pegawai baik itu PPK, Pejabat
Pengadaan, atau Bendahara, pegawai yang menggantikan akan
dapat dengan mudah mencari dokumen tersebut apabila suatu hari
diperlukan.

Agar prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dapat
diimplementasikan dengan baik, selain diperlukan pelatihan dan
penyegaran terkait aturan pengadaan barang/jasa bagi pelaku
pengadaan, dapat juga dilakukan kegiatan Emotional Spiritual
Quotient (ESQ) Training yang menekankan pada penguatan integritas

dalam melakukan pekerjaan.
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